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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 37 OF 2016 
ABOUT RETRIBUTION OF TRASH/CLEANLINESS SERVICE AT THE 

DINAS LINGKUNGAN HID UP KABUPATEN NUNUKAN 

Suryo Irwanto 

Survo.murd jiman@gmail.com 

Graduate Program 
Universitas Terbuka 

The government of Kabupaten Nunukan, especially Dinas Lingkungan 

Hidup looking for how to increase local revenue from withdrawal sector of 

trash/cleanliness retribution, as the legal basis, the local government publish a 
' Regent Regulation Number 37 of 2016, about Retribution of Trash/Cleanliness 

Service. To find out how far the implementation of the implementers of the 

Regent Regulation. in the research will be described and analysis how far the 

implementation process and the factors that support and inhibit the 

implementation of the Regent Regnlation in Nunukan. In this research, the author 

used the implementation theory who developed by George C Edwards III and 

Marilee S. Grindle, both of these theories will be seen supporting factors and . 

inhibiting factors in the implementation of the implementers of the Regent 

Regnlation who implemented by Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. 

At the process there are several stages in the implementation, that are the 

procedure of collection, the procedure of payment and the procedure of giving 

reduction, waivers and the release of trash/cleanliness retribution. The results and 

discussion in the research found that there are supporting factors and inhibiting 

factors in the implementation of the implementers of the Regent Regnlation about 

Retribution of Trash/Cleanliness Service, the supporting and inhibiting factors are 

communication, resources, commitment of the implementers and support of 

interest groups. 

Key Words : Implementation of policy, collections- and payment of retribution, 

giving reduction, , waivers and the release of retribution. . 
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ABSTRAK 

IMPLEMEMNTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHANIKEBERSIHAN 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN 

Suryo lrwanto 

Survo.murdjiman@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Pemerintah Kabupaten Nunukan, melalui Dinas Lingkungan Hidup 

mencari jalan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor 

· penarikan retribusi persarnpahanlkebersihan, sebagai dasar hukum penarikan 

retribusi persarnpahanlkebersihan, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan 

Bupati Nomor 37 Tahun 2016, Tentang Retribusi Pelayanan 

Persarnpahan!Kebersihan. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi 

pelaksana Perbup tersebut dalarn penelitian akan dideskripsikan dan analisis 

sejauh mana proses implementasi tersebut dan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat dalarn implementasi Peraturan Bupati di Kabupaten Nunukan. 

Penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang dikembangkan 

George C Edwards ill dan Marilee S. Grindle, kedua teori ini akan dilihat faktor 

pendukung dan faktor pengharnbat dalarn pelaksanaan implementasi perbup 

tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. 

Pada tahapan atau proses ada beberapa tahapan dalarn pelaksanaannya, yaitu tata 

cara pemungutan, tata cara pembayaran dan tata cara pemberian pengurangan, 

keringanan dan pembebasan retribusi persarnpahanlkebersihan. Hasil dan 

pembahasan dalarn penelitian didapatkan faktor pendukung dan faktor 

pengharnbat dalarn pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan 

persarnpahanlkebersihan, adapun faktor pendukung dan pengharnbatnya adalah 

komunikasi, sumberdaya, komitrnen para pelaksana dan dukungan kelompok 

kepentingan. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pemungutan dan pembayaran retribusi, 
pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 
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BAB IV. HASJL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari kabupatenlkota yang 

ada di provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten nunukan terbentuk pada 

tahun 1999 sebagai salah satu kabupaten basil pemekaran wilayah 

Kabupaten Bulungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Nomor 47 

tahun 1999. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,50 km2 , 

atau 18,87% dari luas wilayah Kalimantan Utara, mempunyai 16 (enam 

belas) kecamatan yang tersebar di 3 (tiga) pulau, yakni pulau nunukan, 

pulau sebatik dan pulau kalimantan, dari segi geografisnya antara 

kecamatan-kecamatan dipisahkan oleh sungai-sungai sehingga untuk 

mencapai atau menuju ke wilayah-wilayah kecamatan tersebut hanya 

melalui sarana angkutan air atau pesawat udara. Tabel di bawah ini 

memperlihat jumlah kecamatan, jumlah desa!kelurahan, jumlah penduduk, 

sebagai berikut : Wilayah Kalimantan Utara dengan batas wilayah 

administrasinya sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur

Sabah. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan 

Kabupaten Malinau. 

d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur

Serawak. 

86 
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Tabel JUMLAH KECAMA TAN DESA, LUAS DAN 
JUMLAH PENDUDUK 

Jml 
Jumlah No Kecamatan Kelurahan Luas (Km2 

/De sa 
Penduduk 

1 Krayan Selatan 24 1757.66 2045.00 

2 Krayan 65 1834.74 6735.00 

3 Lumbis Ogong 49 3357.01 5235.00 

4 Lumbis 28 290.23 4926.00 

5 Sembakung 
10 277.72 2593.00 Atulai 

6 Sembakung 10 1764.94 6069.00 

7 Sebuku 10 1608.48 12037.00 

8 Tulin Onsoi 12 1513.36 7917.00 

9 Sei Manggaris 4 850.48 9173.00 

10 Nunukan 5 564.5 62358.00 

11 Nunukan 4 181.77 20527.00 Selatan 
12 Sebatik Barat 4 93.27 7837.00 

13 Sebatik 4 51.07 4646.00 

14 Sebatik Timur 4 39.17 12524.00 

15 Sebatik Tengah 4 47.71 7337.00 

16 Sebatik Utara 3 15.39 5648.00 

Kabupaten Nunukan 240 14247.5 177.607.00 
BPS, Nunukan Dalam Angka 2016. 

Kepadatan 
(Jiwa/Km2

) 

1.16 

3.67 

1.56 

16.97 

9.34 

3.44 

7.48 

5.23 

10.79 

110.47 

112.93 

84.02 

90.97 

319.73 

153.78 

366.99 

12.47 

Pelaksanaan penelitian yang menjadi objek atau lokasi penelitian 

dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015, Tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, objek atau 1okasinya 

penelitiaunnya di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan, 

dengan jumlah rumah tangga atau kepala keluarga (kk) 17.645 kk, (BPS, 

Nunukan Dalam Angka 2016), dengan jumlah kepala keluarga tersebut 

dapat menggambarkan perakiraan besaran penerimaan retribusi 

persampahanlkebersihan. 
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B. Diskripsi Kantor Dinas Lingknngan Hidup Kabupaten Nunukan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang dulunya bemama 

Badan Lingkungan Hidup, merupakan dinas barn yang terbentuk berdasarkan 

Peraturan Daerab Nomor 5 Tabun 20I6, tentang pembentukan dan susunan 

perangkat daerab. Dalam susunan organisasi perangkat daerab, yang mana 

pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tabun 20I6, tentang tugas pokok 

Dinas Lingkungan Hidup Daerab Kabupaten Nunukan, Adapun susunan 

organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalab : 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, yang terdiri dari : 

I. Kassubag Penyusunan Program dan Peiaporan 

2. Kasubag Keuangan 

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Tata Lingkungan 

I. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan Lingkungan 

2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan 

d. Bidang Persampahan 

I. Seksi Pengurangan Sampab 

2. Seksi Penanganan Sampab dan Limbab B3 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

I. Seksi pengendalian Pencemaran Lingkungan 

2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

f. Bidang Penataan Hokum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

I. Seksi Penataan Hukum Lingkungan 

2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

88 
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g. Kelompok Jabatan Fungsional 

h. UPTD 

Peraturan Bupati Nuuukan Nomor 44 Tahuu 2016, tentang tugas 

pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nuuukan, Kepala 

Dinas membantu Bupati menyusuu kebijakan dan perencanaan teknis serta 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Kabupaten di bidang Iingkungan hidup daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-uudangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya struktur 

organisasi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup, dapat di lihat pada 

hagan di bawah ini ; 

89 
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Bagan 4.1. Struktnr Organisasi Dinas Lingknngan Hidup 

KEPALADINAS 

KELOMPOK 
JABATAN SEKRETARIS 

FUNGSIONAL 

I 
I I I 

SUBBAG 
PENYUSUNAN SUBBAG SUBBAGUMUM 

PROGRAM DAN KEUANGAN DAN 

PELAPORAN KEPEGAWAIAN 

I I I I 

BIDANGTATA BIDANG BIDANG BIDANG PENATAAN 

LINGKUNGAN PERSAMPAHAN PENGENDALIAN IRJKUMDAN 
PENCEMARAN DAN PENINGKATAN 

KERUSAKAN KAPASITAS LINGKUNGAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSIPENATAAN 
PERENCANAAN 

PENGURANGAN PENGENDALIAN BUKUM 
DAN 

PENCEMARAN LINGKUNGAN 
PEMELIBARAAN SAMPAH 

LINGKUNGAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PENGKAJIAN PENANGANAN - PENINGKATAN 

DAMPAK SAMPAHDAN SEKSI KAPASITAS 
LIMBAHB3 PENGENDALIAN r.TNGKlJNGAN KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

UPTD l 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016, tentang penjabaran 

tugas pokok, fungsi dan uaraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah 

Kabupaten Nunukan dan berdasarkan hagan struktur organisasi perangkat 

daerah Dinas Lingkungan Hidup, maka tugas pokok dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup sebagai berikut 

a. Kepala Dinas 

1. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

urusanLingkungan Hidup dan tugas pembantuan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

I. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidupdan 

kehutanansesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria 

yang telal! ditetapkan; 

n. pelaksanaan kebijakan di bidang Iingkungan hidup dan 

kehutanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria 

yang telah ditetapkan; 

m. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

IV. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis kesekretariatan Dinas; 

v. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di bidang tata lingkungan; 

VI. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di hi dang persampahan; 

vii. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan; 

viii. perumusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di bidang penaatan hukurn dan peningkatan 

kapasitas lingkungan hidup; 
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IX. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesnai dengan 

lingkup tugasnya; 

XI. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesnai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas lingkungan 

hidup agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; 

b. mengoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan 

teknis operasional bidang lingkungan hidupdan kehutanan 

sesnai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah 

ditetapkan; 

c. mengoordinasikan rencana keija dan kegiatan serta anggaran 

Dinas sebagai pedoman dan acuan keija; 

d. mengoordinasikan penyusunan sasaran keija pegawai (SKP) di 

lingkungan Dinas; 

e. menkoordinasikan penyusunan standar pelayanan di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan; 

7. membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan 

kesekretariatan Dinas; 

8. membina dan mengendalikan penyelenggaraan perijinan dan 

pelayanan umum di bidang lingkungan hidup; 

92 

43424.pdf



9. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan 

dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan; 

10. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan 

dan pengendalian kebijakan teknis di bidang persampahan; 

11. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan 

dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

12. mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan 

dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penaatan huk:um 

dan peningkatan kapasitas Iingkungan hidup; 

13. melaksanakan pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

14. melaksanakan koordinasi dan keljasama dengan instansi terkait 

yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan; 

15. melakukan Inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang Iingkungan hidup dan menyusun petunjuk 

pemecahaunya; 

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

17. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

bidang tugas masing-masing; 

18. memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kineija kepada bawahan; 
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19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan; dan 

20. melaksanakan tugas Iainnya yang diberikan oleh Bupati dan 

Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya. 

b. Sekretaris 

1. Sekretariat elipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada eli bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

mengoordinasikan penyusunan rencana keija dan kegiatan bidang

bidang serta memberikan pelayanan administratif dan 

pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit keija eli lingkungan 

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a pengoordinasian penyusunan rencana keija dan anggaran eli 

lingkungan Dinas; 

b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan 

kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan eli 

lingkungan Dinas; 

c. pengelolaan dan Pengendalian adrninistrasi keuangan eli 

lingkungan Dinas; 

d. pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis 

kepada seluruh bidanglunit keija di lingkungan Dinas; 
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e. pelaksanaan evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan 

tatalaksana rumah tangga Dinas; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

( 4) Dalarn melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan 

informasi laiunya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran 

Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja; 

c. mengoordinasikan penynsunan sasaran kerja pegawai (SKP) di 

lingknngan Dinas; 

d. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan 

administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi 

dan perbendaharaan di lingknngan Dinas; 

e. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan 

administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah 

tangga Dinas; 

f. merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan 

kepegawaian di lingkungan Dinas; 

g. merumuskan bahan penyajian data, informasi dan dokumentasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas; 
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h. merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan 

keprotokolan d.i lingkungan Dinas; 

1. merumuskan bahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kineija Jnstansi Pemerintah (SAKIP); 

J. memberikan dukungan dan pelayanan administratif serta 

pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidanglunit kerja 

di lingkungan Dinas; 

k. mengoord.inir pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

dan ganti rugi di lingkungan Dinas ; 

I. melaksanakan koord.inasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit 

kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

m. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang lingkungan hidup serta menyusun petunjuk 

pemecahannya; 

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

o. membagi dan mend.istribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

bidang tugas masing-masing; 

p. memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kinerja kepada bawahan; 

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesua1 

bidang tugasnya; dan 

r. melaksanakan tugas laim!ya yang d.iberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 
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c. Kepala Bidang Persampahan 

L Bidang Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

2. Kepala Bidang Persampahan mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, serta 

pelaksanaan program keija dan kegiatan di Bidang 

Persampahansesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Persampahan menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang persampahan; 

b. · perumusan bahan perencanaan oprasional program dan kegiatan 

di bidang persampahan; 

c. perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang pengurangan sampah; 

d. perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 

pengaturan teknis di bidang penanganan sampah dan limbah B3; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang persampahan; dan 

f penyelenggaraan tugas lainnyayang diberikan oleh atasan sesuai 

Iingkup tugasnya. 

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Persampahan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
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1. mempelajari,menelaah dan mengolah peraturan perundangan

undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data 

dan infonnasi lainnya yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya; 

u. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

urusan lingkungan hidup bidang persampahan sesuai dengan 

nol1lla, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; 

m. menyusun rencana kelja dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit kelja; 

IV. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kelja; 

v. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di 

lingkungan unit kelja; 

VI. menyusun infonnasi pengelolaan sampah di Kabupaten 

Nunukan; 

vii. merumuskan bahan penetapan target pengelolaan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

viii. merumuskan bahan kebijakan pengurangandan penanganan 

sampah; 

Ix. merumuskan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah 

kepada produsen!industri; 

x. merumuskan bahan pembinaan penggunaan bahan baku 

produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, dan 

pembinaan pendaurulangan sampah serta pemanfaatan 

kembalisampah dari produk dan kemasan produk; 
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XI. merumuskan bahan penyediaan fasilitas pendaurbulangan 

sampah dan sarpras penanganan sampah; 

xii. merumuskan bahan pengembangan sistem informasi dan 

pengelolaan data base persampahan; 

xiii. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang/unit 

kerja terkait dalam rangka pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 

xiv. melaksanakan pemungutan retribusi atas Jasa Iayanan 

pengelolaan sampah; 

xv. menyusun bahan penetapan lokasi tern pat TPS, TPST dan TP A 

sampah; 

xvi. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir 

dengan sistem pembuangan open dumping; 

XVII. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap 

darurat pengelolaan sampah; 

xviii. menyiapkan penyusunan kebijakan, pengembangan dan 

pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain serta 

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

xix. mengumpulkan bahan pengembangan investasi dalam usaha 

pengelolaan sampah; 

xx. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan 

perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan 

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 
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xxi. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

pembinaan serta pengawasan kinelja pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 

XXII. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 

perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, 

penimbunan, penguburan pengolahan dan pemanfuatan limbah 

B3 dan/atau B3 medis (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 

pencabutan); 

xxiii. menyiapkan pelaksanakan perizinan penyimpanan sementara, 

pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, penguburan 

pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 dan/atau B3 medis; 

xxiv. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan 

sementara,pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, 

penguburan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 dan/atau 

B3 medis; 

xxv.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

kelja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

xxvi. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 

xxvn. memberikan saran danpertimbangan kepada atasan 

berkaitandengan hi dang tugasnya; 

xxviii. membagi danmendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuaibidangtugas masing-masing; 
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xxix. memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta 

penilaiankineija kepada bawahan; 

xxx. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

xxxi. melaksanakan tugas Jainnya yang diberikan oieh atasan sesuai 

lingkup tugasnya. 

Kepala Seksi Pengurangan Sampah 

(I) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Persampahan. 

(2) Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Persampahan dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaaan program 

dan kegiatan Pengurangan Sampah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. menghimpun, mempelajari dan meneiaah serta mengoiah 

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana keija dan kegiatan serta anggaran di 

lingkungan unit keija; 
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c. mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

d menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengurangan 

sampah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentnan yang 

berlaku; 

e. menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan 

sampah; 

g. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah 

kepada produsen/industri; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan 

pengangkutan sampah; 

1. menyiapkan bahan penyediaan sarpras pengumpulan dan 

pengangkutan sampah; 

J. menyiapkan bahan pemungutan retribusi atas jasa layanan 

pengelolaan sampah (Layanan Pengurangan Sampahl 

Kebersihan); 

k menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat TPS; 

I. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem 

tanggap darurat pengurangan sampah; 

m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit 

keija terkait dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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n. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahannya; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

p. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

bidang tugas masing-masing; 

q. memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta periilaian 

kinerja kepada bawahan; 

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuat 

bidang tugasnya; dan 

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai Iingkup tugasnya 

C. Basil dan Pembahasan 

Penarikan atau pemungutan retribusi persampahanlkebersihan tahun 

2016 yang dilaksanakan oleh dinas kebersihan, pertanaman, pemakaman 

dan peruadan kebakaran (dkpppk), dan di tahun 2017 berpindah atau 

dike lola oleh dinas Iingkungan hidup ( dlh). Hasil penelitian yang 

dilaksanakan melalui observasi dan data di Dinas Lingkungan Hidup, 

kontribusi retribusi persampahan, dapat di lihat tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2. Kontribusi Retribusi Persampahan, Kabupaten Nunukan, 
Tahun 2016 s/d Tahnn 2017. 

No Tahun Anggaran Target Realisasi 
(Rp) (Rp) 

1 2016 12.000.000.00,- 109.000.000.00,-

2 2017 (bulan agustus) 55.000.000.00,- 91.761.000.00,-

Sumber Data . DU:I, Kab. Nunukan 

Dari tabel kontribusi retribusii persampahan di Kabupaten 

Nunukan, dapat diketahui bahwa besarnya realisasi penarikan retribusi 

persampahan selalu melebihi target, hal tersebut mengidikasikan adanya 

potensi yang belum tergali dan rendahnya nilai tagihan retribusi 

persampahan di wajib retribusi. Realisasi penarikan retribusi 

persampahan melebihi target, namun besarnya biaya operasional 

persampahan/kebersihan lebih besar dari pada realisasi pendapatan 

retribusi persampahan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk 

meningkatkan retribusi persampahan adalah dengan menaikkan nilai 

tagihan retnbusi rumah tangga dan juga setiap tahunnya jumlah rumah 

tangga selalu mengalami peningkatan akan tetapi tanpa kesadaran dan 

kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi persampahan/ 

kebersihan, tujuan atau target dari penerimaan retribusi tidak dapat 

direalisasikan. 

2. Tata Cara Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan. 

Implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang 

berlangsung antara pemyataan atau perumusan kebijakan dan dampak 

aktualnya. Keberhasilan implementasi didasari oleh kemampuan para 

pihak dalam meneijemahkan tujuan dari kebijakan. Pelaksanaan 
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implementasi kebijakan retribusi persampahan ditentukan sejauh mana 

aparat pelaksana mengetahui atau memahami kebijakan retribusi 

persampahan, kemampuan aparat memahami kebijakan retribusi 

persampahan, bagaimana merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam 

mewujudkan kebijakan retribusi dalam peningkatan pendapatan asli 

daerah kabupaten nunukan. 

Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan penarikan 

retribusi persampahan di rumah tangga atau wajib retribusi, tentang tata 

cara pelaksanaan pungutan retribusi persampahan/kebersihan yang di 

laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan tata cara 

pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, retibusi dipungut dengan 

menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (skrd) atau karcis, 

pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas juru pungut dari skpd, 

pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

Besamya tarif penarikan retribusi persampahan/ kebersihan di 

dalam peraturan bupati, adalah sebagai berikut : 

1. Tarif Retribusi Rumah Tinggal, pungutan retribusi persampahan 

rumah tinggal sebesar Rp. 3.000.00,-/bulan. 

2. Tarif Retribusi Rumah Makan, pungutan retribusi persampahan 

rumah makan, sebesar Rp. 20.000.00,-/bulan. 

3. Tarif Retribusi Hotel, pungutan retribusi persampahan hotel, sebesar 

Rp. 50.000.00,-/bulan. 

4. Tarif Retribusi Rumah Kost/Asrama, pungutan retribusi 

persampahan rumah kost/ asrama, sebesar Rp. 5.000.00,-/bulan. 
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5. Tarif Retribusi Objek Retribusi Kantor Perusahaan Swasta, 

pungutan retribusi persampahan kantor perusahaan swasta, sebesar 

Rp. 30.000.00,-/bulan. 

6. Tarif Retribusi Gudang, pungutan retribusi persampahan gudang, 

sebesar, Rp. 75.000.00,-/bulan. 

7. Tarif Retribusi Salon, pungutan retribusi persampahan salon, 

sebesar Rp. 10.000.00,-/bulan. 

8. Tarif Retribusi Toko, pungutan retribusi persampahan toko, sebesar 

Rp. 20.000.00,-/bulan. 

9. Tarif Retribusi Rumah makan, pungutan retribsui persampahan 

rumah makan, sebesar Rp. 20.000.00,-/bulan. 

10. Tarif Retribusi Pub/Diskotik, pungutan retribusi persampahan pub/ 

diskotik, sebesar Rp. 100.000.00,-/bulan. 

Untuk mengetahui sejauh mana atau mekanisme tata cara 

pemungutan retribusi persampahanlkebersihan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup, menurut pemyataan-pemyataan informan 

sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebagai key informan) 

menginformasikan sebagai berikut : 

" kegiatan pemungutan/penarikan retribusi persampahan/ 
kebersihan sudah dilaksanakan. Pemungutanlpenarikan retribusi 
persampahan dilaksanakan oleh bidang persampahan, sebelum 
melaksanakan pemungutan/penarikan retribusi dibuat SK Bupati 
tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan 
jumlah persone/ penarikan persampahan dilapangan dan bendahara 
penerima retribusi persampahan. Hasil penarikan retribusi 
diterima oleh petugas Ialu mereka menyetor ke bendahara penerima 
kemudian bendahara penerima menyetor kas daerah me/a/ui 
Bank Ka/tim. " 
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b. Hal ini diutarakan JUga oleh kepala bidang persampahan, 

menjelaskan : 

" kegiatan pemungutan/penarikan retribusi persampahanl 
kebersihan sudah dilaksanakan. Teknis pelaksanaan pemungutan 
retribusi, setelah menetapkan petugas retribusi persampahan 
dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan retribusi di kelompokkan 
dan menentukan wilayah keTja masing-masing /alu dibagikan 
register atau karcis untuk memungut retribusi, 

c. Lebih lanjut mengenai pemungutanlpenarikan retribusi persampahan 

/kebersihan menurut penjelasan yang kepala seksi pengurangan 

sampah, bahwa : 

" Tahun 2016 sebelum pelaksanaan pemungutan atau penarikan 
retribusi persampahan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi 
dikantor Kecamatan Nunukan dan kantor kecamatan nunukan 
selatan, yang dihadiri Kelurahan dan Ketua RT. Yang bertujuan 
untuk memberikan penje/asan kepada kelurahan dan ketua RT 
tentang adanya kegiatan pemungutan/penarikan retribusi 
persampahan di kecamatan nunukan dan kecamatan nunukan 
se/atan" 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diperoleh keterangan dari 

masyarakat bahwa kegiatan penarikan retnbusi persampahan/kebersihan 

dan tarif retribusi tidak terlalu besar, akan tetapi masyarakat masih 

sanggup membayar retribusi persampahan/kebersihan. Hal ini didukung 

oleh hasil wawancara wajib retribusi, sebagai berikut : 

a. Wajib retribusi rumah tangga, bemama ibu yuni, jl. K.h. agus salim 

rt 06, nunukan, menjelaskan : 

"sejak tahun 2016 pemungutan/penarikan retribusi persampahan, 
saya sudah membayar karena nilai retribusinya tidak terlalu besar, 
tetapi lingkungan tempat tinggal kami banyak berhamburan sampah 
ka/au pagi, seharusnya pe/ayanan persampahan harus /ebih bailc. " 
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b. Wajib retribusi dari pengusaha pub atau hiburan malam/karoke 

bernarna bapak ambo, karoke herlina, penjelasan sebagai berikut: 

" Sejak tahun lalu pemungutanlpenarikan retribusi persampahan 
sudah saya bayar, Saya keberatan dengan nilai retribusi 
persampahan sebesar Rp. 100.000.00,- karena tahun ini pengunjung 
karoke sudah tidak terlalu banyak dan sampah yang dihasilkan juga 
tidak banyak. " 

c. Wajib retribusi dari rumah makan, bernama ibu agustina, jl. 

bayangkara, penjelasarmya sebagai berikut : 

" Sejak tahun lalu saya sudah membayar penarikan retribusi 
persampahan, saya kalau ditagih atau didatangi oleh petugas 
retribusi sampah saya siap membayar, ni/ai retribusinya tidak 
terlalu mahal, akan tetapi kalau pagi sampah-sampah dijalan sekitar 
rumah makan kami banyak berhamburan, seharusnya pelayanan 
persampahan harus lebih bagus ". 

3. Tata Cara Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan 

Retribusi persampahanlkebersihan dikategorikan sebagai 

retribusi tetap atau kontinyu dan pembayaran retribusi persampahan 

dengan uang kontan, alat pembayaran yang digunakan dalain 

pemungutan retribusi persampahan adalah dengan memberikan karcis 

setiap pemabayaran retribusi persampahan untuk wajib retribusi. 

Mekanisme atau tata cara pembayaran retribusi persampahan/ 

kebersihan berpedoman kepada mekanisme Retribusi Daerah, adapun 

tahapan-tahaparmya, sebagai berikut : 

a. Surat ketetapan retribusi daerah ( skrd) a tau karcis dan surat setoran 

retribusi daerah, disiapkan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan 

Aset daerah, lalu mendistribusikan ke Dinas Lingkungan Hidup. 

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup mendistribusikan atau 
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membagikan karcis retribusi ke petugas pengumpul atau pemungut 

retribusi persampahan. Petugas pengumpul atau pemungut 

retribsui persampahan melayani dan menyerahkan skrd atau karcis 

retnbusi kepada wajib retribusi. 

b. Retribusi persampahan yang telah dipungut disetorkan atau 

diserahkan hasil pungutan retribusi persampahan kepada bendahara 

penerima retribusi atau bendahara pembantu penerima di Dinas 

Lingkungan Hidup. Bendahara penerima retribusi persampahan 

selanjutnya menyetor hasil penerimaan retribusi ke kas daerah. 

Pembayaran retribusi dikategorikan sebagai retribsui tetap dan 

cara pembayararmya dengan pungutan yang langsung diterima ( dalam 

bentuk uang), Untuk mengetahui sejauh mana atau mekanisme 

pembayaran persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup, menurut pemyataan-pemyataan informan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi persampahan/ 

kebersihan, menurut Kepala Dinas DLH, sebagai berikut : 

" Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang 
persampahan, sebelum melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK 
Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang 
menjelaskan jumlah personel penarikan persampahan dilapangan 
dan bendahara penerima retribusi persampahan. Pelaksanaan 
penarikan retribusi persampahan dilapangan, menggunakan waktu 
kosong atau di akhir pekan pengawas persampahan!kebersihan, 
setelah hasil penarikan retribusi diterima oleh petugas lalu mereka 
menyetor ke bendahara penerima kemudian bendahara penerima 
menyetor kas daerah melalui Bank Kaltim. " 
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2. Hasil Wawancara Kepala Bidang Persampahan : 

Bagaimana langkah-Iangkah pelaksanaan kegiatan retribusi 

persampahanlkebersihan yang dilaksanakan dinas lingkungan hidup, 

sebagai berikut : 

" Langkahnya-langkah pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai 
dari bagaimana penyedian sarana dan prasarananya, administrasi 
pendukungnya dan penyedian sumber daya manusianya, lalu 
ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk 
pelaksana dilapangan sarana prasarana mereka dibekali tanda 
pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan dalam penarikan 
sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya komunikasi dengan 
memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang ·baik dengan 
pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok bagaimana 
mekanisme pelaporan. " 

Bagaimana pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/ kebersihan 

yang dilaksankan dinas lingkungan hidup, sebagai berikut : 

" Teknis pelaksanaan retribusi, setelah menetapkan petugas 
retribusi persampahan dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan 
retribusi di kelompokkan dan menentukan wilayah kerja masing
masing lalu dibagikan register untuk memungut retribusi, waktu 
pengambilan retribusi menggunakan waktu kosong, setiap hari 
pekan atau ·kadang- kadang satu minggu dua ka/i penarikan 
retribusi, tidak ada petugas khusus atau tidak ada penambahan 
pegawai khusus retribusi, petugas retribusi ini diambil dari 
pengawas lapangan persampahan, setelah uang retribusi didapat 
lalu melaporkan hasil penerimaannya ke bendahara penerima 
retribusi. " 

Bagaimana kriteria swnber manusia pada pelaksanaan penarikan 

retribusi persarnpahanlkebersihan : 

" sumberdaya at au staf pegawai dalam kegiatan penarikan retribusi 
persampahan tidak ada kriteria tertentu, sumberdayalstaf penarikan 
retribusi orang yang menguasai lapangan, punya kemauan bekerja 
dan jujur karena keterkaitannya pemungutan, klau pengembangan 
sdm, ada kelemahan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan 
yg cukup bagaimana teknik pemungutan yg efektif dan efisien, 
terutama penggunaan tehnologi informasi, petugas pemungutan ini 
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masih menggunakan cara· konvensional yaitu melakukan 
pemungutan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi. 
Untuk kriteria staf bendahara penerimaan tentunya harus punya 
sertifikat tapi tahun ini bendahara penerima baru megikuti pelatihan 
keuangan-keuangan, bendahara penerima di ambil dari staf dari 
DLH dan tentunya stafbendahara ini harus PNS. " 

3. Hasil wawancara Kepala Seksi Pengurangan sampah. 

Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang melaksanaan kegiatan 

penarikan retribusi persampahan I kebersihan di lapangan ??? 

" Kriteri petugas penarikan retribusi persampahan dilapangan 
adalah memberdayakan pengawas persampahanlkebersihan Non 
PNS yang punya kemauan bekerja dan jujur. Kerja petugas 
penarik retribusi persampahan mengikuti waktu luang pengawas 
persampahan atau kadang satu minggu dua kali mereka menarik 
retribusi persampahan. " 

Siapakah yang menjadi sasaran kegiatan penarikan retribusi 

persampahan/ kebersihan ???? 

" Target masyarakat, tokO-tokolpengusaha, bengke/, Hotel dan 
rumah tangga dan tentunya dapat dijangkau oleh petugas penarik 
retribusi persampahan. " 

Fasilitas apa yang diberikan -Dinas Lingkungan Hidup dalam 

penarikan retribusi persampahan I kebersihan dilapangan ??? 

" Tidak ada fasilitas kendaraan yang diberikan ke petugas retribusi 
persampahan, fasilitas yang diberikan hanya berupa intensif atau 
honor setiap bulannya. " 

Apa yang menjadi kendala dalam kegiatan penarikan retribusi 

persampahan/kebersihan ??? 

"Kendala penarikan retribusi dilapangan, jika petugas retribusi 
datang ke rumah-rumah tangga atau ke /okasi pena~ikan, penghuni 
rumah atau pengusaha tidak berada ditempat, sehingga petugas 
retribusi se/a/u datang berulang-ulang. " 
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Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang menerima hasil!bendabara 

penarikan retribusi persampahan I kebersihan ??? 

" kriteria bendahara penerima adalah Staf PNS dari DLH, dan 
mengetahui tentang keuangan. " 

Bagaimana pelaksanaan stirah terima realisasi kegiatan penarikan 

retribusi persampahan!kebersihan ??? 

" Petugas penarik retribusi menyerahkan hasil penarikan retribusi 
persampahan dalam bentuk uang lalu diserahkan ke bendahara 
penerima, kemudian bendahara penerima menyetor ke kas daerah 
atau bank kaltim setelah itu membuat laporan pertanggungjawaban 
bendahara penerima. " 

4. Bendabara penenma retribusi persampahlin!kebersihan (ibu 

Rusnawati R. A.Md) 

Bagaimana pertanggung jawaban dan Iaporan retribusi persampahan 

kantor DLH ke pemerintah daerah ??? 

" Uang setoran retribusi persampahan setiap hari atau ada setoran 
dari petugas retribusi diserahkan ke bendahara penerima. 
Bendahara penerima mencatat uang masuk, dibuatkan bukti 
penerimaan, surat tanda setoran (sts) lalu dimasukkan ke rekening 
kas daerah melalui Bank kaltim, lalu buat laporan melalui Simda 
Pendapatan dan Simda Keuangan, laporan pertanggung jawaban 
retribusi persampahan di tandatangan oleh Kadis DLH. " 

Hasil obeservasi dilapangan dan penjelasan yang diberikan 

petugas penarikkan retribusi persampahan/kebersihan dinas Iingkungan 

hidup, proses pemungutan retribusi persampahan/kebersihan, sebagai 

berikut: 

Pemungutan atau penarikan retribusi sampah menurut petugas penarikan 

retribusi persampahan!kebersihan bapak Idris, sebagai berikut : 
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" Kami tahu berapa besamya tarif penarikan retribusi persampahan/ 
kebersihan di setiap wajib retrihusi tetapi kami tidak tahu apa isi semua 
perbup tentang retribusi penarikan persampahan itu. " 

"Penarikan retribusi persampahan kami terbagi beberapa kelompok atau 
beberapa orang, setiap kelompok ada lokasi atau jalan yang sudah 
ditentukan untuk penarikan retribusi persampahan, dan kami membawa 
semua karcis wajib retribusi. " 

" sebelum kami jalan atau ke lapangan, kami melaporkan ke bendahara 
pembantu penerima retribusi, untuk mengecek karcis retribusi kalau 
kurang kami mintak tambah karcis retribusinya. " 

.. Kami tidak diberikan fasilitas kendaraan untuk petugas penarik 
retribusi, kami hanya diberikan kartu pengenal dan honor atau intensif 
setiap bulannya. " 

" Kami mengusulkan ke kantor dinas lingkungan hidup untuk menambah 
atau membuat karcis retrbusi persampahan, untuk tarif rumah tangga 
yang rumahnya di dalam loronglgang atau tidak dapat dilalui kendaraan 
roda empat tarif penarikan retribusi lebih murah sedikt. " 

4. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan 

Retribusi Persampaban!Kebersiban 

Pelayanan kebersihan harusnya sudah menjadi kewajiban utama 

dari Dinas Lingkunga Hidup, tidak harus ada komplent dari masyarakat 

tentang persampahan/kebersihan akan tetapi sudah menjadi kewajiban 

kantor dinas lingkungan hidup untuk memelihara lingkungan tempat 

tinggal masyarakat. Pembiayaan operasional/pengelolaan kebersihan 

dengan penarikan retribusi persampahan merupakan salah satu cara yang 

dilaksanakan pemerintah kabupaten nunukan. 

Penerimaan retribusi persampahanlkebersihan di Kabupaten 

Nunukan merupakan salah satu dari sekian banyak retribusi yang ada 

dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten 

Nunukan. Upaya mendorong peningkatan penerimaan dari sektor 
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penarikan retribusi persampahan atau kebersihan dengan melihat 

kemampuan ekonomi rumah tangga atau wajib retribusi dan melihat 

kondisi di lapangan. Penarikan retribusi persampahanlkebersihan tidak 

didasrkan pada hitung- hitungan atau kalkulasi prakiraan diatas meja 

yang belum tentu sesuai dilapangan. 

Menurut Musgrave dan Musgrave (1993:238), mengemukakan 

prinsip dalam pengenaan pajak dan retribusi yang harus dipenuhi 

antar lain prinsip kemampuan untuk membayar (Ability-to-pay

principle) adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang 

sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sementara orang 

yang mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar lebih 

besar. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama 

dikenakan pajak yang sama bebaunya (horisontal equity) dan wajib pajak 

yang kemampuaunya berbeda dikenai pajak yang berbada bebaunya 

( vertikal equity). 

Menurut Rippley dan Frankly dalam Sulaeman (1998:89) 

mengatakan keberhasilan dari implementasi kebijakan atau keberhasilan 

suatu program di lihat dari tiga faktor, misalnya, a). Perseptifkepatuhan 

(compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan street level 

bereaucrats terhadap atasan mereka, b). Kelancaran rutinitas dan tidak 

adanya persoalan, c). Kineija yang memuaskan semua pihak terutama 

kelompok penerima manfaat yang diharapkan. 

Peningkatan pendapatan dari retribusi persampahan atau mengejar 

realisasi penerimaan dari retribusi tanpa disertai dengan upaya perbaikan 

kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kebersihan menjadikan 

114 

43424.pdf



masyarakat apatis atau masa bodoh dalam membayar retribusi 

persampahanlkebersihan, dukuugan dan partisipasi dari masyarakat sangat 

diharapkan. Untuk mengetahui sejauh mana tata cara pemberian 

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi persampahan yang 

diberikan jika wajib retribusi tidak membayar atau lambat membayar 

retribusi persampahanlkebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup, menurut pemyataan-pemyataan informan sebagai 

berikut : 

Hasil wawancara dengan kepala bidang persampahan. 

Usaha atau upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak 

membayar retribusi persampahan/kebersihan ??? 

" Sampai saat ini baru dengan cara persuasif atau dengan cara 
pendekatan dan menghimbau masyarakat karena penegakan hukum 
belum bisa diterapkan disebabkan belum ada sumber daya yang bisa 
dikerahkan. " 

Bagaimana penerapan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan 

retribusi dan pemberian sanksi ??? 

" Sementara ini belum ada wajib pajak yang diberikan pengurangan 
keringanan, pembebasan retribusi dikerenakan wajib pajak /ancar
/ancarmembayar retribusi dan tar if retribusi masih dapat dijangkau oleh 
wajib retribusi, dan be/urn ada pemberian sanksi diterapkan karena 
belum memiliki perangkat yang mendukung pelaksanaan sanksi tersebut, 
bagaimana dan siapa yang akan melaksmiakan sanksi tersebut, be/urn 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban 
mereka " 

Berdasarkan apa yang didapatkan dari basil penelitian tentang 

Implementasi Peraturan Bupati Nunukan, Nomor 37, tahun 2015, tentang 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pada dinas lingkungan hidup, 

Pemerintah Kabupaten. Penarikan retribusi persampahan/kebersihan dinas 
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lingkungan hanya berorientasi pada bagaimana meningkatkan target 

penerimaan nominal dari sektor retribusi persampahan, tetapi belnm menutupi 

anggaran kegiatan persampahan dan juga masih kurangnya upaya perbaikan 

pelayanan persampahan/kebersihan secara menyeluruh dan berkelanjut yang 

diberikan kepada masyarakat. Tidak efektifnya pelaksanruin kebijakan 

retribusi persampahan/kebersihan disebabkan nilai retribusi untuk wajib 

retribusi rnmah tangga dan warung/rnmah makan terlalu kecil, dan juga wajib 

retribusi membayat retribusi persampahan jika petugas penarikan retribusi 

persampahan mendatangi rnmah tinggalnya dan pelaksanaan penarlkan 

retribusi persampahan tidak bersifat memaksa, dalam artian tidak diikuti 

dengan pemberian sanksi jika .wajib retribusi melalaikan kewajibannya 

membayar retribusi. 

D. Faktor Pendnkung dan Penghambat 

Hasil observasi dan wawancara dengan sejnmlah informan diperoleh 

informasi mengenai faktor-faktor pendukung (kekuatan dan peluang) dan 

faktor penghambat (kelemahan dan ancaman) yang mempengaruhi penarikan 

retribusi persampahan!kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 

Hid up. 

a. Komnnikasi 

Dalam pelaksaan implementasi peraturan bupati nomor 37 tahun 

2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, komunikasi 

menjadi jembatan dan penghubung antar pegawai di dalam Iingkungan 

Dinas Lingkungan Hidup, selaku instansi pelaksana kebijakan dan 
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komunikasi antara petugas penarik retribusi persampahan dengan 

masyarakat atau wajib retribusi persampahan. Komunikasi ini untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan atau penarikan dan 

tata cara pembayaran retribusi persampahan yang baik diantara pihak-

pihak tersebut. 

Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan Komunikasi 

dapat berlangsung apabila seluruh pelaku program berbasis pelayanan 

masyarakat mengetahui aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. 

Komunikasi yang dilakukan oleh antar pegawai dinas lingkungan hidup 

telah dijalankan dengan baik berdasarkan struktur organisasi dan tupoksi 

masing-masing pegawai. 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap prmpman bertanggung 

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan 

petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan. Komunikasi 

antar kantor dinas Iingkungan hidup dengan wajib retribusi dengan cara 

memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada wajib retribusi, bentuk 

komunikasinya meliputi nilai tarif retribusi, mekanisme pembayaran, 

sanksi yang diberikan. Berdasarkan uraian diatas komunikasi antara 

pimpinan dan staf pelaksana di Iingkungan dinas Iingkungan hidup, 

sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan implementasi perbup retribusi persampahan/ 

kebersihan, bagaimana komunikasi bapak kabid ke kepala dinas dan ke 

staf pelaksanaan kegiatan tersebut ??? 

" Dengan adanya perbup nomor 37 tahun 2015, tentang retribusi 
persampahanlkebersihan dan adanya target di dalam DP A Dinas 
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Lingkungan Hidup, saya melaporkan ke Kepala Dinas (Kadis) tentang 
adanya retribusi persampahan dan adanya target retribusi 
persampahan. Arahan kadis ambil langkah bagaimana pelaksanaan 
retribusi tersebut dan untuk mencapai target retribusi persampahan dan 
sesuai dengan program kerja bidang persampahan. Langkahnya
langkahnya bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai dari 
bagaimana penyedian sarana dan prasarananya, administrasi 
pendukungnya dan penyedian sumber daya manusianya, lalu ditetapkan 
SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk pelaksana 
dilapangan sarana prasarana mereka dibekali tanda pengenal kemudian 
ada retribusi yg digunakan dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. 
Untuk staf adanya komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana 
tatacara kerja yang baik dengan pembagian tugas dan pembagian 
kelompok-kelompok bagaiman mekanisme pelaporan. " 

Apakah ada komplaint atau keberatan tentang tarif retribusi 

persampahanlkebersihan ???? 

" Sampai saat ini belum ada komplain atau keberatan tentang tarif 
retribusi persampahan, yang ada hanya komplain tentang lambatnya 
atau tidak terangkutnya sampah di lapangan. " 

Wajib retribusi rumah tangga, bemama ibu yuni, jl. K.h. agus salim rt 

06, nunukan, menjelaskan : 

" Sejak tahun lalu saya sudah membayar retribusi persampahan, saya 
sudah sering membayar retribusi persampahan karena nilai retribusinya 
tidak terlalu besar, 

Wajib retribusi dari rumah makan, bemama ibu agustina, jl. bayangkara, 

penj elasannya sebagai berikut : 

" Sudah tahun lalu sudah membayar retribusi persampahan, saya kalau 
ditagih atau didatangi oleh petugas retribusi sampah, saya siap 
membayar. " 

Berdasarkan urruan diatas, komunikasi antara prmpman dan 

bawahan dan komunikasi petugas penarik persampahan dengan wajib 

retribusi beijalan secara efektif. Komunikasi di kantor dinas lingkungan 
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hidup, araban dan petunjuk dari punpman dapat dikerjakan atau. 

dipahami dengan baik dilapangan. Komunikasi petugas retribusi kepada 

wajib retnbusi dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku wajib 

retribus, sehingga mau membayar retribusi persampahan. 

Banyakuya tuntutan masyarakat akan pelayanan dan perbaikan 

persampahan!kebersihan, jika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan 

persampahan!kebersihan tidak dipenuhi terutama menyangkut perbaikan 

layanan kebersihan ·dan pengangkutan sampah, dan tidak adanya 

penjelasan atau komunikasi anatar petugas retribusi dengan wajib 

retribusi menyebabkan masyarakat apatis Bdan menunda membayar 

retribusi persampahan!kebersihan di kota nunukan. 

b. Sumber Daya 

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah 

kepada masyarakat, menunujukkan bahwa pelayanan aparatur pemerintah 

bersifat kaku dan berorentasi pada tugas demi pencapaian target. 

Masalah pelayanan aparatur pemerintah yang sering terjadi adalah 

kurang efektif, efesien dan mutu pelayanan yang berorentasi kepada 

pencapian target, dan pekerjaan aparatur pemerintah dilakukan secra 

rutin, teratur sistematik dan pekerjaan sesuai dengan prosedur peraturan. 

Pengetahuan petugas penarik retribusi persampahan di dinas 

lingkungan hidup masih kurang disebabkan tidak adanya pendidikan atau 

pelatihan khusus tentang tata cara penarikan retribusi persampahan. 

Pengetahuan petugas penarik retribusi persampahan yang masih kurang 
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dapat disiasati dengan pelayanan yang ramah dan trasparan oleh para 

petugas penarik retribusi persampahan. 

Aparat kantor dinas lingkungan hidup yang berstatus PNS atau 

Honor yang tugas kesehariannya sebagai pengawas persampahan/ 

kebersihan diperbantukan sebagai petugas penarik retribusi persampahan, 

dengan diperbantukannya pengawas persampahan atau pengawas 

kebersihan memudahkan mereka sudah mengenal lokasi atau target 

penarikan retribusi persampahan disamping itu juga petugas penarik 

retribusi persarnpahan sudah mempunyai kendaraan dinas roda dua dari 

kantor dinas lingkungan hidup 

Berdasarkan uraian diatas, staf atau sumber daya petugas penarik 

retribusi persampahan/kebersihan di lingkungim dinas lingkungan hidup, 

menurut sumber dayanya, adalah sebagai berikut 

Penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup : 

" Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang 
persampahan, sebelum melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK 
Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan 
jumlah personel penarikan persampalum dilapangan dan bendahara 
penerima retribusi persampahan. " 

"Hambatan dari penarikan retribusi persampahan di lapangan adalah 
petugas retribusi bukan petugas yang dilatih khusus untuk penarikan 
retribusi persampahan. Petugas retribusi persampahan di angkat atau 
dipilih dari pengawas persampahanlkebersihan dari kantor DLH, dan 
juga cara pemungutan masih konvensional atau penarikan retribus ke 
rumah-rumah atau lokasi target retribusi " 

Uraian Kepala Bidang Persampahan, sebagai berikut : 

· " Langkahnya-langkahnya bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut, 
yang mulai dari bagaimana penyedian sarana dan prasarananya, 
administrasi pendukungnya dan penyedian sumber daya manusianya, 
lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas retribusi, untuk 

120 

43424.pdf



pelaksana dilapangan mereka sudah mempunyai kendaraan dinas roda 
dua dan dibekali tanda pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan 
dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya 
komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang 
baik dengan pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok 
bagaiman mekanisme pelaporan. " 

" Teknis pelaksanaan retribusi, setelah menetapkan petugas retribusi 
persampahan dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan retribusi di 
kelompokkan dan menentukan wilayah kerja masing-masing lalu 
dibagikan register untuk memungut retribusi, waktu pengambilan 
retribusi menggunakan waktu kosong, setiap hari pekan atau kadang
kadang satu minggu dua kali penarikan retribusi, tidak ada petugas 
khusus atau tidak ada penambahan pegawai khusus retribusi, petugas 
retribusi ini diambil dari pengawas /apangan persampahan, setelah uang 
retribusi didapat lalu melaporkan hasil penerimaannya ke bendahara · 

· penerima retribusi. " 

" sumberdaya atau staf pegawai dalam kegiatan penarikan retribusi 
persampahan tidak ada kriteria tertentu, sumberdaya!staf penarikan 
retribusi orang yang menguasai lapangan, punya kemauan bekerja dan 
jujur karena keterkaitannya pemungutan, klau pengembangan sdm, ada 
kelemahan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yg cukup 
bagaimana teknik pemungutan yg efektif dan efisien, terutama 
penggunaan tehnologi informasi, petugas pemungutan ini masih 
menggunakan cara konvensional yaitu melakukan pemungutan retribusi 
ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi. 

" Untuk kriteria staf bendahara penerimaan tentunya harus punya 
sertifikat tapi tahun ini bendahara penerima barn megikuti pelatihan 
keuangan-keuangan, bendahara penerima di ambil dari staf dari DLH 
dan tentunya surf bendahara ini harus PNS. " 

" Sumber · daya manusia yang terbatas, dalam hal ini tidak punya 
petugas pemungut yang secara khusus menangani retribusi persampahan 
Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemungutan retribusi 
persampahan masih konfensional sehingga biaya yang dikeluarkan 
cukup tinggi dan kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi 
kewajibannya membayar retibusi persampahan sudah memuaskan 
karena mereka sudah menerima /ayanan kebersihan. " 

Uraian Kepala Seksi Pengurangan Sampah, sebagai berikut : 

121 

43424.pdf



" kriteria petugas penarilwn retribusi persampahan dilapangan adalah 
memberdayalwn pengawas persampahanlkebersihan Non PNS yang 
punya kemauan bekerja dan jujur. Kerja petugas penarik retribusi 
persampahan mengikuti waktu luang pengawas persampahan atau 
lwdang satu minggu dua lwli mereka menarik retribusi persampahan. " 

" kriteria bendahara penerima adalah Staf PNS dari DLH, dan 
mengetahui tentang keuangan. " 

" Tidak ada fasilitas kendaraan yang diberilwn ke petugas retribusi 
persampahan, fasilitas yang diberilwn hanya berupa intensif atau honor 
setiap bulannya. " 

Uraian Bendahara pembantu penerima retribusi persampahanlkebersihan, 
sebagai berikut : 

" Uang setoran retribusi persampahan setiap hari atau ada setoran dari 
petugas retribusi diserahlwn ke bendahara penerima. Bendahara 
penerima mencatat uang masuk, dibuatlwn bukti penerimaan, surat 
tanda setoran (sts) lalu dimasuklwn ke rekening lws daerah melalui Bank 
kaltim, lalu buat laporan melalui Simda Pendapatan dan Simda 
Keuangan, laporan pertanggung jawaban retribusi persampahan di 
tandatangan oleh Kadis DLH. " 

" Permasalahan dari pelaporan retribusi permasalahan adalah 
jaringan simda keuangan yang sering eror. " 

Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah memberikan 

pelayanan kebersihan kepada masyarakat Nunukan. Dengan sumber 

daya dan pengetahuan aparat penarik retribusi persampahan!kebersihan 

yang masih kurang tetapi kesemuanya dapat di tutupi dengan sikap aparat 

retribusi persampahanlkebersihan yang jujur dan memberikan pelayanan 

yang ramah, sopan santun dan penarikan retribusi tidak bersifat 

memaksa, dengan sikap tersebut membnat masyarakat atau wajib 

retribusi mau membayar retribusi persampahan. Dukungan sumber daya, 

anggaran dan termasuk sumber daya aparat kantor dinas lingkungan 

hidup sangat menentukan dan haraparmya juga dinas lingkungan hidup 
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memberikan pengbargaan atau reward kepada petugas penarik retribusi 

persampahan. 

Hambatan dalam laporan mempertanggung jawabkan basil 

penerimaan retribusi persampahanlkebersihan di dinas lingkungan hidup 

adalah kurangnya staf atau pegawai honor/pns yang membantu 

bendahara pembantu penerima retribusi untuk mengelolala dan 

melaporkan penerimaan retribusi persampahanlkebersihan ke kas daerah 

atau ke kantor dinas pendapatan keuangan dan aset daerah ( dpkad) 

c. Komitmen Para Pelaksana 

Komitmen pimpinan daerah mengenai pelayanan persampahan/ 

kebersihan menjadi hal utama dalam mewujudkan pelaksanaan 

implementasi perbup nomor 37 tahun 2015. Dalam wujudkan 

pelaksanaan implementasi perbup misalnya membangun · sistem 

pelayanan persampahan/kebersihan yang baik dan berkualitas dan juga 

meningkatkan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan diperlukan 

ketegasan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaannya secara 

konsisten dan berkesinambungan. Tanpa ketagasan, komitmen dan 

kesungguhan pimpinan atau kepala dinas lingkungan hidup dalam 

memahami dan menjalankan kebijakan retribusi persampahan/ 

kebersihan target atau realisasi penerimaan retrbusi persampahan tidak 

akan mencapai terget penerimaan retribusi. Dinas Lingkungan Hidup 

yang mempunyai tugas dalam pengelolaan persampahanlkebersihan 

masyarakat memiliki keinginan untuk menjalankan atau melaksanakan 

implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/ 
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kebersihan dengan sebaik-baiknya walaupun dalam pelaksanaannya 

penarikan retribusi dilapangan masih ditemukan banyak kekurangan. 

Kornitmen kepala dinas lingkungan hidup untuk mewujudkan 
pelaksanaan penarikan retribusi persampahan/kebersihan dapat dilihat 
sebagai berikut : 

" Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang 
persampahan, sebelum melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK 
Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang menjelaskan 
jumlah personel penarikan persampahan dilapangan dan bendahara 
penerima retribusi persampahan. " 

"Perbup nomor 37 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan 
persampahanlkebersihan, di revisi kembali agar didalam perbup 
retribusi persampahan ini dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga, 
agar target penarikan retribusi persampahan lebih besar dari yang 
sekarang ini. " 

" Kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi 
sampah, agar pelayanan persampahan dapat dimaksimalkan. " 

Kornitmen kepala bidang persampahan untuk mewujudkan 
pelaksanaan penarikan retribusi persampahan!kebersihan dapat dilihat 
sebagai berikut : 

" Pelaksanaan retribusi tersebut, yang mulai dari bagaimana penyedian 
sarana dan prasarananya, administrasi pendukungnya dan penyedian 
sumber daya manusianya, lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan 
petugas retribusi, untuk pelaksana dilapangan mereka sudah mempunyai 
kendaraan dinas roda dua dan dibekali tanda pengenal kemudian ada 
retribusi yg digunakan dalam penarikan sebagai bukti penerimaan. 
Untuk staf adanya komunikasi dengan memberikan arahan bagaimana 
tatacara kerja yang baik dengan pembagian tugas dan pembagian 
kelompok-kelompok bagaiman mekanisme pelaporan. " 

" perbup 37 tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahanl 
kebersihan, sudah tidak up to date untuk kondisi saat ini dan perbup ini 
perlu direvisi paling tidak memungkinkan di dalam perbub itu 
mekanisme pemungutan retribusi sistemnya dikerjasamakan. " 

"Perbup nomor 37 tahun 2015, sangat perlu untuk direvisi agar target 
yang direncanakan dapat mencenninkan potensinya, biaya penarikan 
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retibusi nnnah tangga sekitar 3.000, jumlah rumah tangga dari sekitar 
14.566 rumah tangga di Nunukan yang sudah dipungut biaya retribusi 
persampahan. " 

" Sanksi kepada wajib reribusi, sampai saat ini baru dengan cara 
persuasif atau dengan cara menghimbau dan pendekatan masyarakat 
karena penegakan hukum belum bisa diterapkan disebabkan belum ada 
sumber daya yang bisa dikerahkan " 

" sa!ah satu peluang sangat bagus perlu di kerjasamakan dengan pihak 
ketiga untuk pembayaran retribusi sampah, menjadi pemungutan yang 
efektif dan efisien tidak terlalu banyak menggunakan sdm, untuk saat 
ini belum ada kerjasama dengan pihak lain. " 

Kewenangan dan kesempatan yang diberikan Pemerintah Daerah 

kepada Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencari dan merumuskan 

sistem, operasional dan proses pengelolaan persampahanlkebersihan 

secara kreatif untuk menangani dan mengatasi masalah persampahan/ 

kebersihan di masyarakat dan memenuhi target penerimaan dari retribusi 

persampahanlkebersihan. Komitmen dan keinginan pimpinan atau 

kepala dinas untuk menjalankan atau melaksanakan implementasi perbup 

tentang retribusi persampahanlkebersihan merupakan fal-tor pendukung 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi persampahanlkebersihan di 

Kabupaten Nunukan. · 

Salah satu penghambat dari implementasi perbup tentang retribusi 

persampahan di kabupaten nunukan adalah tidak diterapkannya sanksi 

· dan hukuman bagi wajib retribusi yang lambat membayar retribusi 

persampahan. Pendekatan persuasif yang dilakukan ke wajib retribusi 

untuk menagih keterlarnbatan wajib retnbusi untuk membayar retribusi 

persampahan . 
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d. Dukungan Kelompok Kepentingan 

Masalah kebersihan lingkungan merupakan masalah kompleks, erat 

kaitannya dengan tata kehidupan dan kebiasaan masing-masing warga 

baik sebagai invidu maupun masyarakat dalam lingkungannya. Peran dan 

fungsi pemerintah (regulator dan fasilitator), masyarakat (pengelola 

sampah, pemanfaatan basil dan proses), swasta (penanam modal), para 

ahli dan akademis (perencana) dan LSM (pendamping dan fasilitator), 

dalam pengelolaan atau penanganan persampahan!kebersihan. Peran dan 

fungi tersebut dalam perkembangnya dimungkinkan berubah, perubahan 

ini teijadi sebagai adanya kemandirian masyarakat dalam mengelola 

sampah dilingkungannya. 

Upaya mendorong peningkatan penerimaan dari sektor retribusi 

persampahan/kebersihan selain memperhatikan kemampuan ekonomi 

masyarakat juga perlu memperlihatkan kondisi riil lapangan. Setiap 

implementasi kebijakan ditentukan pula dukungan faktor luar yang 

mendukung pelaksanaan penarikan retribusi persampahan, diantaranya : 

1. Potensi obyek pelayanan atau pengelolaan persampahan!kebersihan, 

jumlah penduduk yang semakin banyak, jumlah hotel dan pedagang 

semakin banyak, semuanya merupakan pendukung peningkatan 

penarikan retribusi persampahan/kebersihan, dikarenakan menambah 

jumlah pembayaran retribusi persampahan/kebersihan. 

2. Kesadaran masyarakat tinggi, adanya kesadaran masyarakat 

memberikan peluang peningkatan penarikan retribusi persampahanl 

kebersihan, karena dengan kesadaran masyarakat membayar retribusi 

persampahan/kebersihan yang baik, perlu dipelihara dan diimbangi 
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dengan pemberian pelayanan kebersihan dan pengelolaan 

persampahan!kebersihan yang lebih baik: dan semakin berkualitas. 

Dukungan kepala dinas lingkungan hidup untuk 

mewujudkan pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi 

persampaban/ kebersihan dapat dilihat sebagai berikut : 

" Perbup nomor 37 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan 
persampabanlkebersihan, di revisi kembali agar didalam perbup 
retribusi persampaban ini dapat di keijasamakan dengan pihak 
ketiga, agar target penarikan retribusi. persampahan lebih besar dari 
yang sekarang ini. " 

" Keijasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi 
sampah, agar pelayanan persampaban dapat dimaksimalkan. " 

Dukungan wajib retribusi rumah tangga, ibu yuni, jl. Kh. agus 

salim rt 06, nunukan, menjelaskan : 

" Untuk membayar saya sudah membayar retribusi persampahan 
karena nilai retribusinya persampahanrmya tidak terlalu besar, 

Wajib retribusi dari rumah makan, ibu agustina, jl. bayangkara, 

penjelasarmya sebagai berikut : 

" Saya kalau ditagih atau didatangi oleh petugas retribusi sampah, 
saya siap membayar. " 

Faktor lain yang menentukan kegagalan penarikan retribusi 

persampaban!kebersihan adalah ketidak patuhan sebabagian masyarakat 

atau wajib retribusi dengan menunda membayar retribusi persampahan/ 

kebersihan, dengan alasan lambatnya truk pengangkutan sampab 

mengambil sampah yang menyebabkan binatang menghamburkan 

sampah-sampab dijalan. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 

Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

implementasi penarikan retribusi persampahan/kebersihan, dinilai berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan rencana meskipun tidak sepenuhnya, dengan 

indikator adalah dengan melihat target retribusi persampahan!kebersihan telah 

melampaui terget yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Nunukan, adapun 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/ 

kebersihan di kota nunukan merupakan salah satu sumber pendapatan asli 

daerah, pelaksanaannya dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup. 

Implementasi kebijakan ini belum maksimal, sosialisasi kebijakaunya 

masih kurang, penggalian potensi masih kurang, kontribusi retribusi 

kebersihan terhadap pendapatan asli daerah masih dapat ditingkatkan. 

Pelayanan persampahan/kebersihan belum maksimal, masyarakat atau 

wajib retribusi merasa bahwa apa yang dibayarkan dipenarikan retrbusi 

persampahanlk:ebersihan belum sesuai dengan pelayanan kebersihan 

yang diberikan pemerintah nunukan. 

2. Pada tahapan atau proses implementasi perbup tentang pelayanan 

persampahan! kebersihan ada beberapa tahapan dalam pelaksanaaunya, 

yaitu: 
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a. Pelaksanaan implementasi perbup tentanng retribusi pelayanan 

persampahanl kebersihan, tentang tata cara pemungutan/penarikan 

retribusi ke rumah tangga atau wajib retribusi, ditentukan sejauh 

mana aparat pelaksana mengetabui atau memahami kebijakan 

retribusi persampahan, kemampuan aparat memahami kebijakan 

retribusi persampahan, bagaimana merumuskan tindakan-tindakan 

aksi dalam mewujudkan kebijakan retribusi dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah kabupaten nunukan. Dalam hal tata cara 

pemungutan! penarikan retribusi meliputi siapa petugas 

pemungutan, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, 

retibusi dipungut dengan menggnnakan surat ketetapan retribusi 

daerah (skrd) atau karcis, berapa jenis tarif retribusi persampahan 

yang harus dibayar oleh wlljib retribusi, lalu bagaimana laporan 

pertanggnngjawaban retribusi persampahan di laksanakan oleh dinas 

lingkungan hidup 

b. Pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan 

persampahanlkebersihan, tentang tata cara pembayaran atau 

penarikan retribusi persampahan di rumah tangga atau wajib 

retribusi, yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 

menjelaskan tata cara, pemungutan retribusi dilaksanakan oleh 

petugas juru pungut dari skpd, pemungutan retribusi dapat 

dikeijasamakan dengan pihak ketiga, retribusi persampaban yang 

telab dipungut disetorkan atau diserahkan hasil pungutan retribusi 

persampaban kepada bendahara penerima retribusi atau bendahara 

pembantu penerima di Dinas Lingkungan Hidup. Bendahara 
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penenma retribusi persampahan selanjutnya menyetor basil 

penerimaan retribusi ke kas daerah 

c. Pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan, tentang tata cara pemberian pengurangan, 

keringanan dan pembebasan retribusi persampah. Penarikan retribusi 

persampahan/kebersihan dinas lingkungan hanya berorientasi pada 

bagaimana meningkatkan target penerimaan nominal dari sektor 

retribusi persampahan, wajib retribusi membayar retnbusi 

persampahan jika petugas penarikan retribusi persampahan 

mendatangi rumah tinggalnya dan pelaksanaan penarikan retribusi 

persampahan tidak bersifat memaksa, dalam artian tidak diikuti 

dengan pemberian sanksi jika wajib retribusi melalaikan 

kewajibannya membayar retnbusi. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati 

nomor 37 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan persampahan/ 

kebersihan. Dalam implementasi pelaksanaannya adalah : 

a. Komunikasi menjadi jembatan dan penghubung antar pegawai di 

dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, selaku instansi 

pelaksana kebijakan dan komunikasi antara petugas penarik retribusi 

persampahan dengan masyarakat atau wajib retribusi persampahan. 

Komunikasi ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi 

perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang 

baik diantara pihak-pihak tersebut. Komunikasi dapat berlangsung 

apabila seluruh pelaku program berbasis pelayanan masyarakat 

mengetahui aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. 
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b. Sumber daya dan pengetahuan aparat penarik retribusi persampahanl 

kebersihan yang masih kurang tetapi kesemuanya dapat di tutupi 

dengan sikap aparat retribusi persampahanlkebersihan yangjujur dan 

memberikan pelayanan yang ramah, sopan santun dan penarikan 

retribusi tidak bersifat memaksa, dengan sikap tersebut membuat 

masyarakat atau wajib retribusi mau membayar retribusi 

persampahan. 

c. Komitmen Para Pelaksana untuk menjalankan atau melaksanakan 

implementasi perbup tentang retribusi pelayanan retribusi 

persampahan/kebersihan merupakan faktor pendukung keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan retribusi persampahanlkebersihan di 

Kabupaten Nunukan. Penghambat dari penarikan retribusi 

persampahan di kabupaten nunukan adalah tidak diterapkannya 

sanksi dan hukuman bagi wajib retribusi yang lambat membayar 

retribusi persampahan. Pendekatan persuasif yang dilakukan ke 

wajib retribusi untuk menagih keterlambatan wajib retribusi untuk 

membayar retribusi persampahan . 

d. Dukungan Kelompok Kepentingan dalam peningkatan penerimaan 

dari sektor retribusi persampahanlkebersihan · memperhatikan 

kemampuan ekonomi masyarakat juga perlu memperliha:tkan kondisi 

riil Japangan. Setiap implementasi kebijakan ditentukan pula 

dukungan faktor Juar yang mendukung pelaksanaan penarikan 

retribusi persampahan. Faktor lain yang menentukan kegagalan 

implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/ 

kebersihan adalah ketidak patuhan sebahagian masyarakat atau wajib 
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B. SARAN 

retribusi untuk menunda membayar retribusi persampahan/ 

kebersihan, dengan alasan lambatnya truk pengangkutan sampah 

mengambil sampah yang menyebabkan binatang menghamburkan 

sampah-sampah dijalan. 

Berdasarkan basil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan 

Hidup, maka peneliti mencoba memberikan saran yang terkait dengan 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk melihat keberhasilan implementasi perbup tentang retribusi 

pelayanan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan, dalam hal ini 

peningkatan pendapatan asli daerah pada penarikan retribusi 

persampahan/kebersihan perlu dilakukan perubahan tarif retribusi, 

misalnya untuk retribusi tarif rumah tangga dari Rp. 3000.00,- menjadi 

Rp. 7.500.00,-. Untuk retribusi tarifwarung dari Rp. 5.000.00,- menjadi 

Rp. 7.000.00,- Untuk retribusi tarif rumah kost/asrama dari Rp 

5.000.00,- menjadi Rp. 8.000.00,- dan ada perbedaan tarif diwajib 

retribusi rumah tangga, untuk rumah tangga yang rumalmya di 

lorong/gang atau tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, tarif retibusi 

persampahaunya ada perbedaan tarif dengan wajib retribusi di jalan raya. 

2. Untuk lebih meuingkatkan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan 

maka perlu dilakukan revisi perbup 37 tahun 2016 tentang retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan. Untuk dikeljasamakan dengan pihak 

ketiga atau PDAM agar sumber daya pemungutan efektif dan efisein. 
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3. Perlu sosialisasi secara terns menerus untuk menjelaskan kepada wajib 

retribusi mengenai pentingnya kegiatan penarikan retribusi persampahanl 

kebersihan. 

4. Perlu penerapan sanksi secara tegas kepada wajib retribusi tidak patub 

membayar retribusi persampahan/kebersihan. 

5. Realisasi penerimaan retribusi persampahanlkebersiban sudah melewati 

target penerimaannya, mengharapkan adanya pemberian reward atau 

hadiah kepada petugas penarik retribusi persampahan/kebersihan. 
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Lampiran 2. Basil Wawancara Pada Dinas Lingkungan Hidup 

Dari basil penelitian dilapangan setelah diuraikan objek-objek penarikan 

retribusi persampahan dan juga diperoleh keterangan atau informasi yang 

diberikan oleh informan yang telah dipilih, adapun basil pemyataan-pemyataan 

para informan tersebut sebagai berikut : 

a. Kepala Diuas Lingkungan Hid up 

Bagaimana pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi persampahan/ 

kebersihan, di Dinas Lingkungan Hidup ??? 

1. Bagaimana Mekanismenya ??? 

"Penarikan retribusi persampahan dilaksanakan oleh bidang 
persampahan, sebe/um melaksanakan penarikan retribusi dibuat SK 
Bupati tentang tim penarikan retribusi persampahan, yang 
menjelaskan jumlah personel penarikan persampahan dilapangan dan 
bendahara penerima retribusi persampahan. Pelaksanaan penarikan 
retribusi persampahan dilapangan, pelaksanaan menggunakan waktu 
kosong atau di akhir pekan pengawas persampahanlkebersihan, 
sete/ah hasil penarikan retribusi diterima oleh petugas lalu mereka 
menyetor ke bendahara penerima kemudian bendahara penerima 
menyetor kas daerah melalui Bank Kaltim. " (wawancara, 28 

september 20 17) 

n. Apa hambataunya ??? 

"Hambatan dari penarikan retribusi persampahan di lapangan 
ada/ah petugas retribusi bukan petugas yang dilatih khusus untuk 
penarikan retribusi persampahan. Petugas retribusi persampahan di 
angkat atau dipilih dari pengawas persampahanlkebersihan dari 
kantor DLH, dan juga cara pemungutan masih konvensional atau 
penarikan retribus ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi " 
(wawancara, 28 september 2017) 

111. Apa jalan keluarnya ??? 

"Perbup nomor 37 tahun 2015 tentang retribusi pe/ayanan 
persampahanlkebersihan, di revisi kembali agar didalam perbup 
retribusi persampahan ini dapat di kerjasamakan dengan pihak 
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c. Fasilitas dan sumberdaya 

1. Siapakah yang melaksanakan kegiatan retribusi persampahanl 

kebersihan ??? 

a. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang menerima basil penarikan 

retribusi persampahan I kebersih~ ??? 

j. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang melaksanaan kegiatan 

penarikanretribusi persampahan I kebersihan di lapangan??? 

2. Fasilitas apa yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dalam penarikan 

retribusi persampahan I kebersihan dilapangan ??? 

I. Apa yang menjadi kendala dalam kegiatan penarikan retribusi 

persampahan/kebersihan ??? 

D. Sanksi 

1. Usaha atau upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak 

membayar retribusi persampahanlkebersihan ??? 

2. Apakah ada penerapan saksi ??? 

3. Apakah ada komplaint atau keberatan tentang tarif retribusi 

persampahan/kebersihan ???? 

146 

43424.pdf



Lampiran 1. : Pedoman atau Panduan Wawancara 

DAFTARPERTANYAAN TENTANG IMPLEMENTASI 
PERATURAN BUPATI NOMOR 37, TAHUN 2015 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN I KEBERSIHAN, 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KABUPATEN NUNUKAN 

a. Sosialisasi 

I. Apakah kegiatan penarikan retribusi persampahan!kebersihan sudah 

di sosialisasikan, tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan penarikan 

retribusi persampahan!kebersihan ??? 

2. Siapakah yang menjadi sasaran kegiatan penarikan retribusi 

persampahan/ kebersihan ???? 

3. Apakah Dasar Hukum kegiatan penarikan retribusi persampahan/ 

kebersihan masih relevan digunakan saat ini ??? 

b. Pemungutan 

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi 

persampahan!kebersihan ??? 

2. Cara atau Bagaimana melaksanakan penarikan retribusi persampahan I 

kebersihan di lapangan ??? 

3. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap penarikan retribusi persampahan 

/kebersihan ??? 

4. Bagaimanakah pertanggungjawaban kegiatan penarikan retribusi 

persampahan!kebersihan dilaksanakan ???? 

5. Bagaimana pelaksanaan serah terima realisasi kegiatan penarikan 

retribusi persampahanlkebersihan ??? 
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" Kami tahu berapa besamya tarif penarikan retribusi persampahanl 
kebersihan di setiap rumah tangga, tolw, warung danbaiay tarif lain
lainnya tetapi kami tidak tahu apa isi semua perbup tentang retribusi 
penarikan persampahan itu. " (wawancara, 28 september 20 17) 

" Kami mengusulkan ke kantor dinas lingkungan hidup untuk 
menambah atau membuat karcis retrbusi persampahan, untuk tarif 
rumah tangga yang rumahnya di dalam loronglgang atau tidak dapat 
dilalui kendaraan roda empat tarif penarikan retribusi lebih murah 
sedikt. " (wawancara, 28 september 2017) 

Bagimana cara keija petugas penarik retribusi persampahanl 
kebersihan ?? 

" Penarikan retribusi persampahan kami terbagi beberapa kelompok 
atau beberapa orang, setiap kelompok ada lokasi at au jalan yang sudah 
ditentukan untuk penarikan retribusi persampahan, dan kami membawa 
semua karcis wajib retribusi. "(wawancara, 28 september 2017) 

Bagaimana mekanisme keija petugas retribusi persampahan, sebelum ke 
lapangan ??? 

" sebelum kami jalan atau ke lapangan, kami me/aporkan ke bendahara 
pembantu penerima retribusi, untuk mengecek karcis retribusi kalau 
kurang kami mintak tambah karcis retribusinya. " 
(wawancara, 28 september 2017) 

Fasiltas dan apa saja yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup dalam 
pelaksanaan penarikan retribusi persampahan ?? 

" Kami tidak diberikan fasilitas kendaraan untuk petugas penarik 
retribusi, karena kami sudah ada motor dinas, hanya diberikan kartu 
pengenal dan honor atau intensif setiap bulannya. " 
(wawancara, 28 september 2017) 
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3. Apakah ada permasalahan dalam pelaporan retribusi 

persampahan ??? 

" Permasalahan dari pelaporan retribusi permasalahan adalah 
jaringan simda keuangan yang sering eror. " 
(wawancara, 26 september 20 17) 

e. Wajib retribusi rumah tangga, bemama ibu yuni, jL K.h. agus salim rt 

06, nunukan, menjelaskan : 

" Saya tidak dipanggil oleh kelurahan maupun pak ri, wztuk mengikuti 
sosialisasi kegiatan persampahan, akan tetapi kalau membayar saya 
sudah membayar karena nilai retribusinya tidak terlalu besar, tetapi 
lingkungan tempat tinggal kami banyak berhamburan sampah kalau 
pagi, seharusnya pelayanan persampahan harus lebih baik. " 
( wawancara, 03 oktober 20 17) 

f Wajib retribusi dari pengusaha pub atau hiburan malam/karoke bemama 

bapak ambo, karoke herlina, penjelasan sebagai berikut : 

" Saya tidak dipanggil untuk mengikuti sosialisasi dan ketua ri juga 
tidak menjelaskan adanya sosialisasi kegiatan penarikan retribusi 
persampahan tahun lalu. Saya keberatan dengan nilai retribusi 
persampahan sebesar Rp. 100.000.00,- karena tahun ini pengunjung 
karoke sudah tidak terlalu banyak dan sampah yang dihasilkan juga 
tidak banyak. "(wawancara, 03 oktober 2017) 

g. Wajib retribusi dari rumah makan, bemama ibu agustina, jL bayangkara, 

penjelasannya sebagai berikut : 

" Saya dipanggil oleh kelurahan untuk mengikuti sosialisasi kegiatan 
penarikan retribusi persampahan, saya kalau ditagih at au didatangi oleh 
petugas retribusi sampah saya siap membayar, ni/ai retribusinya tidak 
ter/a/u maha/, akan tetapi kalau pagi sampah-sampah dijalan sekitar 
rumah makan kami banyak berhamburan, seharusnya pelayanan 
persampahan haruslebih bagus ". (wawancara, 03 oktober 2017) 

h. Petugas retribusi persampahanlkebersihan bapak Idris, sebagai berikut : 

Bapak idris tabu tentang perbup 37 tahun 2016, tentang penarikan 
retribusi persampahan di nunukan dan biaya tarif penarikan retribusi 
sampah untuk rurnah tangga, rurnah kost dan biaya tariflain-Jain ?? 
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6. Fasilitas apa yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dalam 
penarikan retribusi persampahan I kebersiban dilapangan ??? 

" Tidak ada fasilitas kendaraan yang diberikan ke petugas retribusi 
persampahan, fosilitas yang diberikan hanya berupa intensif atao 
honor setiap bulannya. " (wawancara, 28 september 20 17) 

7. Apa yang menjadi kendala dalam kegiatan penarikan retribusi 
persampahan/kebersiban ??? 

"Kendala penarikan retribusi dilapangan, jika petugas retribusi 
datang ke nnnah-rumah tangga atau ke lokasi penarikan, penghuni 
rumah atau pengusaha tidak berada ditempat, sehingga petugas 
retribusi selalu datang beru/ang-ulang. " 
( wawancara, 28 september 20 17) 

8. Apakah ada komplaint atau keberatan tentang tarif retribusi 
persampahan/kebersihan ???? 

" Sampai saat ini belum ada komplain atau keberatan tentang tarif 
retribusi persampahan, yang ada hanya komplain tentang /ambatnya 
atau tidak terangkutnya sampah di lapangan. " 
( wawancara, 28 september 20 17) 

d. Bendabara Penerima Retribusi Persampahan (Rusnawati R A.Md) 

1. Dasar penunjukkan bendahara penerima retribusi persampahan, 
dasarnya apa ibu rusna ??? 

"Dasar penunjukkan bendahara penerima retribusi persampahan 
adalah dengan SK Bupati. " (wawancara, 26 september 20 17) 

2. Bagaimana pertanggung jawaban dan 1aporan retribusi persampahan 
kantor DLH ke pemerintah daerah ??? 

" Uang setoran retribusi persampahan setiap hari atau ada setoran 
dari petugas retribusi diserahkan ke bendahara penerima. 
Bendahara penerima mencatat uang masuk, dibuatkan bukti 
penerimaan, surat tanda setoran (sts) lalu dimasukkan ke rekening 
kas daerah melalui Bank kaltim, lalu buat laporan melalui Simda 
Pendapatan dan Simda Keuangan, laporan pertanggung jawaban 
retribusi persampahan di tandatangan oleh Kadis DLH. 

"(wawancara, 26 september 2017) " 
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c. Kepala Seksi Pengurangan Sampah (Gabriel Sebatu) 

1. Apakah kegiatan retribusi persampaban/kebersihan sudah di 

sosialisasikan ??? 

" Tahun 2016 sudah disosialisasikan dikantor Kecamatan Nunukan, 
yang dihadiri Kelurahan dan RT. " 
(wawancara, 28 september 20 17) 

2. Siapakah yang menjadi sasaran kegiatan penarikan retribusi 

persampaban/kebersihan ???? 

" Target masyarakat, toko-tokolpengusaha, bengkel, Hotel dan 
rumab tangga dan tentunya dapat dijangkau oleh petugas penarik 
retribusi persampaban. "( wawancara, 28 september 2017) 

3. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang menerima hasillbendahara 

penarikan retribusi persampaban I kebersihan ??? 

" kriteria bendahara penerima ada/ah Staf PNS dari DLH, dan 
mengetahui tentang keuangan. "( wawancara, 28 september 2017) 

4. Bagaimanakah kriteria sumberdaya yang melaksanaan kegiatan 

penarikan retribusi persampahan I kebersihan di lapangan ??? 

" kriteri petugas penarikan retribusi persampahan di/apangan 
adalah memberdayakan pengawas persampahanlkebersihan Non 
PNS yang punya kemauan bekerja dan jtifur. Kerja petugas 
penarik retribusi persampahan mengikuti waktu luang pengawas 
persampahan atau kadang satu minggu dua kali mereka menarik 
retribusi persampahan "(wawancara, 28 september 20 17) 

5. Bagaimana pelaksanaan serab terima realisasi kegiatan penarikan 

retribusi persampaban/kebersihan ??? 

" Petugas penarik retribusi menyerahkan hasil penarikan retribusi 
persampahan dalam bentuk uang lalu diserahkan ke bendahara 
penerima, kemudian bendahara penerima menyetor ke kas daerah 
atau bank kaltim setelah itu membuat /aporan pertanggungjawaban 
bendahara penerima. " ( wawancara, 28 september 2017). 
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8. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan retribusi 

persampahanlkebersihan ??? 

a. Sumber daya manusia yang terbatas, dalam hal ini tidak punya 
petugas pemungut yang secara khusus menangani retribusi 
persampahan 

b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemungutan 
retribusi persampahan masih konfensional sehingga biaya yang 
dikeluarkan cukup tinggi dan kesadaran dnri masyarakat untuk 
memenuhi kewajibannya membayar retibusi persampahan 
karena mereka sudah menerima layanan kebersihan. 

c. Basick data yang pasti mengenai jumlah rumah tangga yang 
menerima layanan pengolahan persampahan. 
(wawancara, 25 september 2017) 

9. Usaha atau upaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak 

membayar retribusi persampahanlkebersihan ??? 

" Sampai saat ini baru dengan cara persuasif atau dengan cara 
pendekatan dan menghimbau masyarakat karena penegakan hukum 
be/um bisa diterapkan disebabkan belum ada sumber daya yang bisa 
dikerahkan "(wawancara 25 september 2017) 

10. Bagaimana penerapan sanksi ??? 

" Sementara ini belum diterapkan karena belum memiliki perangkat 
yang mendukung pelaksanaan sanksi tersebut, bagaimana dnn siapa 
yang akan melaksanakan sanksi tersebut, belum melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dnn kewajiban mereka " 
(wawancara 25 september 2017) 

11. Apakah pemungutan retribusi persampahan/kebersihan 

dikeijasamakan dengan pihak lain ???? 

" salah satu peluang sangat bagus perlu di kerjasamakan dengan 
pihak ketiga untuk pembayaran retribusi sampah, menjadi 
pemungutan yang efoktif dan efisien tidak terlalu banyak 
menggunakan sdm, untuk saat ini belum ada kerjasama dengan 
pihak lain. " ( wawancara 25 september 20 17) 
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" perbup 37 tahun 2015, tentang retribusi pelayanan persampahan/ 
kebersihan, sudah tidak up to date untuk kondisi saat ini dan perbup 
ini perlu direvisi paling tidak memungkinkan di dalam perbub itu 
mekanisme pemungutan retribusi sistemnya dikeljasamakan " 
(wawancara 25 september 20 17) 

6. Penetapan target retribusi persampahan/kebersihan apakah perlu 

direvisi, dengan melihat jumlah penduduk dan cakupan Jayanannya 

di kecamatan nunukan ???? 

" sangat perlu untuk direvisi agar target yang direncanakan dapat 
mencerminkan potensinya, sekitar 3.000 rumah tangga dari sekitar 
14.566 rumah tangga di Nunukan yang sudalz dipungut biaya 
retribusi persampalzan, cakupan layanan persampahan di kabupaten 
Nunukan sudah mencapai diatas 50% artinya potensi itu minimal 
mendekati dari jumlah cakupan /ayanan persampalzan, kalau 
cakupan layanan sampah 50 % rumah tangga yang sudalz terlayani 
sampalznya, seharusnya 50 % rumah tangga atau badan usaha 
wajib retribusi persampahannya dapat dipungut tetapi kenyataannya 
baru sangat kecil retribusi persampahan dapat dipungut, 
dikarenakan personel atau petugas pemungutan yang terbatas dan 
juga cara pemungutan masih konvensional atau penarikan retribus 
ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi " 
(wawancara 25 september 20 17) 

7. Apakah besaran nilai retribusi persampahan!kebersihan sudah 
menggambarkan kualitas layanan persampahan yang diberikan ke 
masyarakat ??? 
" untuk sekarang besaran retribusi persampahanlkebersihan masih 
belum menggambarkan kualitas /ayanan yang diberikan, melihat 
dari besaran retribusi yang ada dengan anggaran pengelolaan 
persampahan masilz sangat sangat jauh bila dilihat dari anggaran 
yang dike/uarkan. untuk pengelolaan persampahan yang mencapai 
Rp. 7.000.000.000.00,- sedangkan retribusi persampahan baru 
berkisar Rp. 91. 761.000.00,-. Untuk meningkatkan layanan 
kebersihan nilai retribusi persampahan belum signifikan karena 
nilainya masih terlalu kecil kontribusinya " 
(wawancara 25 september 20 17) 
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masing lalu dibagikan register untuk memungut retribusi, waktu 
pengambilan retribusi menggunakan waktu kosong, setiap hari 
pekan atau kadang- kadang satu minggu dua kali penarikan 
retribusi, tidak ada petugas khusus atau tidak ada penambahan 
pegawai khusus retribusi, petugas retribusi ini diambil dari 
pengawas lapangan persampahan, setelah uang retribusi didapat 
lalu melaporkan hasil penerimaannya ke bendahara penerima 
retribusi. "(wawancara25 september2017) 

3. Bagaimana sumberdaya manus1a pada pelaksanaan kegiatan 

retribusi persampahan/ kebersihan ??? 

" sumberdaya at au staf pegawai dalam kegiatan penarikan retribusi 
persampahan tidak ada kriteria tertentu, sumberdaya!staf penarikan 
retribusi orang yang menguasai lapangan, punya kemauan bekerja 
dan jujur karena keterkaitannya pemungutan, klau pengembangan 
sdm, ada kelemahan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan 
yg cukup bagaimana teknik pemungutan yg efektif dan efisien, 
terutama penggunaan tehnologi informasi, petugas pemungutan ini 
masih menggunakan cara konvensional yaitu melakukan 
pemungutan retribusi ke rumah-rumah atau lokasi target retribusi. 
Untuk kriteria staf bendahara penerimaan tentunya harus punya 
sertifikat tapi tahun 
ini bendahara penerima baru megikuti pelatihan keuangan
keuangan, bendahara penerima di ambit dari staf dari DLH dan 
tentunya stqfbendahara ini harus PNS. " 
(wawancara 25 september 2017) 

4. Bagaimana terget penenmaan retribusi persampahanlkebersihan 

yang diberikan oleh Pemda Nunukan ??? 

" Tahun 2017 target penerimaaan yang diberikan oleh Pemda 
Nunukan sebesar Rp. 55.000.000.00,- realisasi saat ini Rp. 
100.000.000.00,- sdh melibihi target." 
(wawancara25 september2017) 

5. Perbup pe!aksanaan kegiatan retribusi persampahanlkebersihan 

apakah sdh cukup atau akan direvisi ??? 
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ketiga, agar target penarikan retribusi persampahan lebih besar 
dariyang sekarang ini. " (wawancara, 28 september 2017) 

IV. Kedepan langkah apa yang direncanakan untuk memaksimalkan 

penerimaan retribusi persampahanlkebersihan ??? 

"Kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembayaran retribusi 
sampah, agar pelayanan persampahan dapat dimaksimalkan. " 

( wawancara, 28 september 20 17) 

b. Kepala Bidang Persampahan (Bapak Joned. S.Hut) 

I. Dalam pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi persampahanl 

kebersihan bagaimana komunikasi bapak kabid ke kepala dinas dan 

ke staf pelaksanaan kegiatan tersebut ??? 

" Dengan adanya perbupnomor 37 tahun 2015, tentang retribusi 
persampahan/kebersihan dan adanya target di dalam DP A Dinas 
Lingkungan Hidup, saya melaporkan ke Kepala Dinas (Kadis) 
tentang adanya retribusi persampahan dan adanya target retribusi 
persampahan. Arahan kadis ambillangkah bagaimana pelaksanaan 
retribusi tersebut dan untuk mencapai target retribusi persampahan 
dan sesuai dengan program kerja bidang persampahan. 
Langkahnya-langkahnya bagaimana pelaksanaan retribusi tersebut, 
yang mulai dari bagaimana penyedian sarana dan prasarananya, 
administrasi pendukungnya dan penyedian sumber daya 
manusianya, lalu ditetapkan SK Bupati untuk menetapkan petugas 
retribusi, untuk pelaksana dilapangan sarana prasarana mereka 
dibekali tanda pengenal kemudian ada retribusi yg digunakan dalam 
penarikan sebagai bukti penerimaan. Untuk staf adanya komunikasi 
dengan memberikan arahan bagaimana tatacara kerja yang baik 
dengan pembagian tugas dan pembagian kelompok-kelompok 
bagaiman mekanisme pelaporan. " ( wawancara 25 september 20 17) 

2. Bagaimana tehnis pelaksanaan kegiatan retribusi persampahan/ 

kebersihan ??? 

" Teknis pelaksanaan retribusi, setelah menetapkan petugas 
retribusi persampahan dengan SK Bupati, petugas pelaksanaan 
retribusi di kelompokkan dan menentukon wilayah kerja masing-
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